


kegiatan pembangunan serta investasi; (3) belum memadainya
penyediaan infrastruktur dalam mendukung penguatan konektivitas
nasional dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam
menunjang kegiatan ekonomi dan mobilitas; (4) regulasi Pusat dan
Daerah yang masih tumpang tindih dan mengakibatkan ekonomi
biaya tinggi; (5) struktur birokrasi yang masih gemuk dan kurang
transparan serta akuntabel; (6) difusi teknologi dan transfer
pengetahuan masih berjalan lambat karena kapasitas sumber
manusia di daerah yang masih rendah; (7) rendahnya akses dan
kualitas pelayanan kesehatan di semua wilayah; dan (8) masih
rendahnya kualitas data dari daerah, terutama yang berkaitan dengan
dana transfer yang dibutuhkan untuk pengalokasian DAK.

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan
kebijakan pembangunan wilayah antara lain: (1) kaji ulang
RTRWN, (2) mempercepat penyelesaian dokumen rencana
pembangunan dan tata ruang khususnya di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota termasuk menyelesaian beberapa RTR KSN dan
Perpres RTR Pulau pada tahun 2012; (3) identifikasi dan
penyelesaian konflik pertanahan untuk pembangunan serta investasi
untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang
infrastruktur serta investasi yang berdampak bagi kesejahteraan; (4)
melakukan  upaya  percepatan = pembangunan infrastruktur
transportasi yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap
perekonomian, serta meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas
masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan; (5) identifikasi dan
perbaikan regulasi pusat dan daerah yang tumpang tindih, serta
pengurangan regulasi daerah yang menimbulkan ekonomi biaya
tinggi; (6) memperbaiki pola birokrasi pemerintah daerah ke arah
yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien; (7) memperbaiki pola
belanja pemerintah daerah dengan memprioritaskan belanja modal;
(8) mempercepat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
di daerah; (9) meningkatkan kerjasama pusat-daerah dan antardaerah
dalam hal pemanfaatan teknologi serta transfer pengetahuan dengan
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melibatkan pemerintah, swasta, lembaga pendidikan serta penelitian;
dan (10) meningkatkan koordinasi dan kualitas data dana transfer,
khususnya DAK, dari daerah, serta menambahkan bobot daerah
tertinggal dalam perhitungan DAK dalam upaya percepatan
pembangunan daerah tertinggal.

14.2 PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA
Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan wilayah Sumatera tahun 2011
dan 2012 antara lain: (1) pengembangan Sumatera sebagai sentra
industri migas dan lumbung energi nasional dengan optimalisasi
produksi minyak, gas, dan batubara, serta mengembangkan sumber
energi alternatif; (2) pengembangan industri pariwisata alam dan
budaya dengan mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam
suatu jalur wisata terpadu; (3) peningkatan kapasitas pembangkit
listrik, pengembangan integrasi sistem jaringan listrik, dan
diversifikasi sumber energi pembangkit listrik; (4) penguatan
keterkaitan domestik wilayah Sumatera dengan meningkatkan
integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera (Lintas Barat-
Lintas Tengah-Lintas Timur), peningkatan kapasitas pelabuhan laut,
peningkatan kapasitas pelabuhan udara, dan mengembangkan sistem
jaringan transportasi sungai; (5) pengembangan Sumatera sebagai
pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN;
dan (6) pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan
wilayah nasional dengan meningkatkan stabilitas kemanan dan
ketertiban kawasan perbatasan dan mengembangkan kegiatan
ekonomi lokal kawasan perbatasan.

Hasil Pelaksanaan

Kinerja perekonomian Wilayah Sumatera mengalami
perbaikan pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2009.
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Secara umum laju pertumbuhan ekonomi wilayah meningkat pada
tahun 2011. Semua provinsi, kecuali Bengkulu, mencatat
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2009.
Pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Jambi 8,54 persen,
sementara pertumbuhan terendah di Provinsi Aceh dan Riau yaitu
sekitar 5,00 persen.

TABEL 14.2
PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH SUMATERA
ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009-2011

Provinsi 2009 2010” 20117

1.  Aceh - 5,51 2,79 5,02
2. Sumatera Utara 5,07 6,35 6,58
3. Sumatera Barat 4,28 5,93 6,22
4.  Riau 2,97 4,18 5,01
5.  Jambi 6,39 7,35 8,54
6.  Sumatera Selatan 4,11 5,63 6,50
7. Bengkulu 5,62 6,06 6,40
8. Lampung 5,26 5,85 6,39
9.  Bangka Belitung 3,74 5,93 6,40
10. Kepulauan Riau 3,52 7,19 6,67
Sumatera 3,50 5,55 6,16
Jumlah 33 Provinsi 4,82 6,10 6,36

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan : ~ Angka sementara
) Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Kontribusi  perekonomian wilayah Sumatera terhadap
perekonomian nasional pada tahun 2011 menurun dibandingkan
tahun 2009. Secara umum peran wilayah Sumatera menurun karena
didorong oleh penurunan kinerja Aceh, Riau, dan Sumatera Barat.
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TABEL 14.3
KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH
SUMATERA ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009-2011

Provinsi 2009 2010” 20117
1. Aceh 1,54 1,49 1,47
2. Sumatera Utara 5,33 5,34 5,35
3. Sumatera Barat 1,75 1,75 1,74
4. Riau 4,48 4,4 4,34
5. Jambi 0,78 0,79 0,80
6. Sumatera Selatan 2,89 2,87 2,87
7. Bengkulu 0,38 0,37 0,37
8. Lampung 1,73 1,72 1,72
9. Bangka Belitung 0,49 0,49 0,49
10.  Kepulauan Riau 1,83 1,85 1,85
Sumatera 21,19 21,07 21,01
Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan : ' Angka sementara
) Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Sektor unggulan wilayah Sumatera, antara lain adalah
industri kelapa sawit, industri karet dan barang dari karet di
Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Bengkulu; industri
pulp dan kertas di Provinsi Riau; industri dasar besi dan baja dan
industri logam dasar bukan besi di Provinsi Sumatera Utara dan
Kepulauan Bangka Belitung. Komoditas kelapa sawit dan karet
dari wilayah ini berperan strategis bagi perekonomian nasional
sebagai salah satu komoditas ekspor andalan di pasar global.
Secara keseluruhan, pada tahun 2011 investasi PMDN di wilayah
Sumatera hanya sekitar 6,97 persen dari total PMDN secara
nasional dan PMA sekitar 12,64 persen dari total PMA secara
nasional. Zona tengah dan utara wilayah Sumatera masih menjadi
motor penggerak utama dalam menarik investasi. Provinsi Riau
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dan Kepulauan Riau merupakan daerah yang paling banyak

menarik investasi, baik PMA maupun PMDN.

TABEL 14.4
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DI
WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2009-2011
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD)
Provinsi
2009 | 2010 2011 2009 2010 2011
Aceh 2 13 40 0,4 4,6 22,5
Sumatera Utara 13 78 115 139,7 181,1 753,7
Sumatera Barat 1 10 43 0,2 7.9 22,9
Riau 8 45 64 251,6 86,6 212,3
Jambi 2 12 31 40,5 37,2 19,5
Sumatera Selatan 4 51 99 56,8 | 186,3 5573
Bengkulu 1 11 18 1,1 25,1 43,1
Lampung 3 31 54 32,7 30,7 79,5
Bangka Belitung 2 22 48 22,4 22 146,0
Kepulauan Riau 87 86 155 230,7 | 1657 219,7
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal
TABEL 14.5

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI
WILAYAH SUMATERA
TAHUN 2009-2011

Proyek (Unit) Nilai Investasi (Milliar Rupiah)
Provinsi

2009 2010 2011 2009 2010 2011
Aceh 1 5 16 79,7 40,9 259,4
Sumatera Utara 11 41 79 2060,8 662,7 1673,0
Sumatera Barat 2 11 24 459 73,8 1026,2
Riau 4 52 56 3386,6 1037,1 7462,6
Jambi 3 17 30 213,8 2233 21349
Sumatera Selatan 4 29 48 580,3 1738.4 1068.,9
Bengkulu - 2 2 - 8,5 -
Lampung 5 32 58 549.9 2723 8244
Bangka Belitung 3 5 7 2493 0,4 5144
Kepulauan Riau 6 28 50 240 166,9 1370,4

Sumber  : Badan Koordinasi Penanaman Modal
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita wilayah
Sumatera terus meningkat. Namun, jika dibandingkan dengan
antarprovinsi, terlihat adanya ketimpangan yang cukup tinggi.
Ketimpangan yang cukup tinggi adalah antara pendapatan per kapita
Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan daerah-daerah lainnya di
wilayah Sumatera. Sebagai gambaran, besar PDRB per kapita
Provinsi Riau adalah sekitar enam kali PDRB per kapita Provinsi
Bengkulu (Tabel 14.6).

TABEL 14.6
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH
SUMATERA ADHB (RIBU RUPIAH)
TAHUN 2009 - 2010

Provinsi 2009” 2010™
Aceh 16.216 17.245
Sumatera Utara 17.840 21.237
Sumatera Barat 15.803 17.995
Riau 60.211 61.876
Jambi 15.107 17.404
Sumatera Selatan 18.907 21.176
Bengkulu 9.318 10.514
Lampung 11.789 14.100
Kep. Bangka Belitung 19.869 21.013
Kepulauan Riau 42.166 42.649

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : ~ Angka Sementara
") Angka Sangat Sementara
ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku

Dalam kurun waktu 2009 — 2012 tingkat pengangguran
terbuka (TPT) di wilayah Sumatera menunjukkan tren menurun,
dengan perkembangan terakhir (Februari 2012) sebesar 5,61 persen,
lebih rendah dibanding TPT nasional (6,30 persen). Jumlah
penganggur tertinggi tahun 2012 di Provinsi Sumatera Utara, yaitu
sebesar 413,6 ribu jiwa (6,3 persen dari angkatan kerja), atau 29,09
persen dari total penganggur di wilayah Sumatera. Terendah di
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Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 17,1 ribu jiwa (2,8 persen dari
angkatan kerja) atau sebesar 1,83 persen dari total penganggur
wilayah Sumatera (Tabel 14.7).

TABEL 14.7
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH
SUMATERA (RIBU JIWA)
TAHUN 2009-2012

Provinsi 2009 2010 2011 2012

Aceh 173,6 166,3 171,1 1644
Sumatera Utara 521,6 512.,8 460,6 413,6
Sumatera Barat 172,3 172,1 162.,5 147,0
Riau 206,5 169,2 185,9 135,6
Jambi 69,9 60,1 58,8 56,6
Sumatera Selatan 2922 237.1 228,1 219,8
Bengkulu 46,1 35,7 30,5 19,6
Lampung 2309 223.5 201,5 2013
Bangka Belitung 26,8 233 19,7 17,1
Kepulauan Riau * 52,2 50,7 58,9 523
SUMATERA 1792,1 | 1650,7 1577,5 1427,3
Perubahan - 682 -141,4 -73.3 -150,2
Perubahan (persen) - 3,67 -7,89 - 4,44 -9,52
TPT (persen) 7,68 6,93 6,35 5,61
TPT NASIONAL (persen) 8,14 7,41 6,80 6,3

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan kemiskinan di wilayah Sumatera dalam kurun
waktu 2009-2012 cenderung menurun, namun tahun 2012 masih
terdapat beberapa provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di atas
rata-rata nasional. Provinsi-provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh
sebesar 19,46 persen, Bengkulu sebesar 17,70 persen, Lampung
sebesar 16,18 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 13,78 persen
(Tabel 14.8).
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TABEL 14.8

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI WILAYAH
SUMATERA
TAHUN 2009-2012

Provinsi 2009 2010 2011 2012
Aceh 21,80 20,98 19,57 19,46
Sumatera Utara 11,51 11,31 11,33 10,67
Sumatera Barat 9,54 9,50 9,04 8,19
Riau 9,48 8,65 8,47 8,22
Jambi 8,77 8,34 8,65 8,42
Sumatera Selatan 16,28 15,47 14,24 13,78
Bengkulu 18,59 18,30 17,50 17,70
Lampung 20,22 18,94 16,93 16,18
Bangka Belitung 7,46 6,51 5,75 5,53
Kepulauan Riau 8,27 8,05 7,40 7,11
INDONESIA 14,15 13,33 12,49 11,96

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Sumatera
dalam kurun waktu 2009-2010 secara garis besar menunjukkan
peningkatan. Indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human
Development Index (HDI), sebagai ukuran kualitas hidup manusia
wilayah Sumatera memperlihatkan adanya peningkatan di beberapa
provinsi dalam kurun waktu 2009 - 2010. IPM tahun 2010 di wilayah
Sumatera berkisar antara 71,42 (terrendah) di Provinsi Lampung dan
76,07 (tertinggi) di Provinsi Riau. Provinsi yang berada dibawah

IPM nasional adalah provinsi Aceh dan Lampung. (Tabel 14.9).
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TABEL 14.9
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH

SUMATERA
TAHUN 2009-2010
S IPM Peringkat

2009 2010 2009 2010
Aceh 71,31 71,70 17 17
Sumatera Utara 73,80 74,19 8 8
Sumatera Barat 73,44 73,78 9 9
Riau 75,60 76,07 3 3
Jambi 72,45 72,74 13 13
Sumatera Selatan 72,61 72,95 10 10
Bengkulu 72,55 72,92 12 11
Lampung 70,93 71,42 21 21
Bangka Belitung 72,55 72,86 11 12
Kepulauan Riau 74,54 75,07 6 6
NASIONAL 71,76 72,27 - -

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi, sumber
daya manusia, dan kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan
publik dan infrastruktur, seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan
laut, dan udara, sarana komunikasi, dan sumber energi atau
penerangan. Aksesibilitas antardaerah di wilayah Sumatera dapat
dilalui melalui jalan darat yang terdiri dari jalan nasional, jalan
provinsi dan jalan kabupaten/kota dengan kondisi sudah beraspal dan
sebagian belum beraspal. Secara rata-rata, hampir 90 persen desa-
desa di wilayah Sumatera dapat diakses melalui jalan darat, 2,3
persen bisa diakses melalui transportasi air, dan 8,3 persen lainnya
bisa dilalui melalui transportasi air dan darat. Kapasitas terpasang
unit pembangkit PLN di wilayah Sumatera pada tahun 2010
mencapai  4.726,55 MW, dan sebagian besar dipasok dari
Pembangkit Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dan Sumatera
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Bagian Utara (Sumbagut) hingga mencapai 85 persen. Berdasarkan
kondisi energi listrik, kapasitas terpasang per jenis pembangkit
sebagian besar berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1.175 MW (25 persen), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
953,16 MW (20 persen), dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas
(PLTG) 874 MW (19 persen). Provinsi dengan rasio elektrifikasi
tertinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar
91,52 persen, dan terrendah di provinsi Lampung sebesar 70,4
persen.

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

Dalam melaksanakan kebijakan dan sasaran pembangunan
wilayah Sumatera, permasalahan yang dihadapi antara lain: (1)
kapasitas jaringan pembangkit listrik di wilayah Sumatera terbatas;
(2) belum memadainya pelayanan transportasi, baik secara sistem
jaringan (intermoda dan multimoda) maupun kapasitas dan
kualitasnya dalam mendukung konektivitas pada koridor ekonomi
utama maupun dalam kawasan perhatian investasi (KPI) di Wilayah
Sumatera; (3) belum tuntasnya penetapan batas Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) berpotensi menimbulkan konflik dalam pengelolaan
potensi sumber daya kelautan dan perikanan dengan negara-negara
tetangga; (4) tingginya tingkat kerawanan bencana alam; dan (5)
masih banyaknya provinsi/kabupaten/kota yang belum memiliki
perda tentang RTRW.

Tindak lanjut yang untuk mengatasi permasalahan
pelaksanaan kebijakan pembangunan wilayah Sumatera antara lain:
(1) mengintegrasikan MP3EI ke dalam rencana kerja pemerintah
pusat dan daerah untuk pengembangan koridor ekonomi Sumatera,
khususnya terkait tugas dan peran pemerintah; (2) memantapkan
koordinasi antara pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha
dalam penanganan hambatan investasi di daerah; (3) mempercepat
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penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota
di sepanjang koridor ekonomi Sumatera; (4) memantapkan
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan
prioritas di koridor ekonomi Sumatera; (5) optimalisasi peran
KPBPB Sabang dan KPBPB Batam-Bintan-Karimun, terutama
terkait dengan upaya penyediaan fasilitas kepelabuhan yang bertaraf
internasional dan didukung dengan percepatan peraturan operasional
pengalihan kewenangan dan kelembagaan pengusahaan (BLU); (6)
mempercepat penuntasan batas ZEE dengan India, Malaysia, dan
Thailand; (7) memperkuat pengamanan perairan perbatasan termasuk
pulau-pulau kecil terluar dan kecamatan di sepanjang pesisir yang
berhadapan dengan perairan perbatasan negara tetangga, serta
mengoptimalkan fungsi Sabang, Dumai, Batam, dan Ranai sebagai
pusat pelayanan kawasan perbatasan dan mendorong pengembangan
potensi unggulan kawasan; (8) meningkatkan kewaspadaan,
kesiapsiagaan dan antisipasi dalam menghadapi bencana dengan
pengendalian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan penataan ruang
berbasis mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini
(early warning system) bencana dengan memperhatikan karakteristik
ancaman bencana di daerah bersangkutan.

14.3 PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI

Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan wilayah Jawa-Bali tahun 2011
dan 2012 antara lain: (1) Mempertahankan fungsi wilayah Jawa-Bali
sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya
menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; (2)
Pengembangan industri unggulan potensial yang ramah lingkungan,
hemat ruang, dan padat karya, serta mengintegrasikan kegiatan
industri ke dalam zona-zona dan kawasan industri yang ditetapkan di
berbagai wilayah potensial di Jawa-Bali; (3) Percepatan transformasi
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struktur ekonomi di wilayah Jawa-Bali; (4) Peningkatan
pemberantasan korupsi akibat kompleksitas birokrasi, proses
perizinan, dan lemahnya penegakan hukum; dan (5) Percepatan
pembangunan wilayah selatan Jawa.

Hasil Pelaksanaan

Pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa-Bali pada tahun 2011
menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009. Laju
pertumbuhan yang tinggi menunjukkan proses pemulihan ekonomi
wilayah Jawa-Bali sebagai pusat industri nasional dan penyumbang
ekspor produk manufaktur terbesar (Tabel 14.10). Hal didukung
dengan relatif tingginya laju pertumbuhan di provinsi-provinsi pusat
industri wilayah seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat dan
Banten.

TABEL 14.10
PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH JAWA-BALI

ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009 - 2011

Provinsi 2009 2010” 20117
DKI Jakarta 5,02 6,50 6,71
Jawa Barat 4,19 6,20 6,48
Jawa Tengah 5,14 5,84 6,01
DI. Yogyakarta 4,43 4,88 5,16
Jawa Timur 5,01 6,68 7,22
Banten 4,71 6,08 6,43
Bali 9,60 5,83 6,49
Jawa dan Bali 4,90 6,32 6,64
Jumlah 33 Provinsi 4,82 6,10 6,36

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan : ~ Angka sementara
™) Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan
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Kontribusi ekonomi wilayah Jawa-Bali dalam perekonomian
nasional pada tahun 2011 sebesar 62,47 persen, sedikit meningkat
dibandingkan kontribusi pada tahun 2009. Namun demikian,
peningkatan peran secara signifikan hanya dialami oleh DKI Jakarta.
Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesenjangan internal wilayah
antara DKI Jakarta dengan provinsi lainnya.

TABEL 14.11
KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH JAWA-BALI
ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009-2011
Provinsi 2009 2010” 20117
DKI Jakarta 17,74 17,81 17,84
Jawa Barat 14,49 14,49 14,49
Jawa Tengah 8,44 8,42 8,38
DI. Yogyakarta 0,96 0,95 0,94
Jawa Timur 15,32 15,41 15,51
Banten 3,98 3,98 3,98
Bali 1,3 1,3 1,3
Jawa dan Bali 62,23 62,35 62,47

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan: ” Angka Sementara
™) Angka Sangat Sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Pada tahun 2010, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
per kapita wilayah Jawa-Bali mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya. Namun demikian terdapat ketimpangan yang tinggi
antara provinsi DKI dan provinsi-provinsi lainnya. Hal ini
ditunjukkan dengan tingginya rasio PDRB per kapita antara DKI
Jakarta (tertinggi) dan DI Yogyakarta (terendah).

Wilayah Jawa-Bali juga masih menjadi tujuan utama investasi,
yang ditunjukkan oleh meningkatnya nilai investasi dan jumlah
kegiatan (proyek) PMA dan PMDN. Secara keseluruhan, pada tahun
2010 investasi PMDN di wilayah Jawa-Bali sekitar 58,48 persen dari
total PMDN secara nasional, sementara untuk PMA sekitar 66,51
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persen dari total PMA secara nasional. Namun demikian dari sisi

nilai, distribusi investasi tidak merata antarprovinsi dan masih
terkonsentrasi di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, dan Jawa

Timur.

TABEL 14.12

PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH
JAWA-BALI ADHB (RIBU RUPIAH)
TAHUN 2009 - 2010

Provinsi 2009” 20107
DKI Jakarta 82.080 89.735
Jawa Barat 15.711 17.900
Jawa Tengah 11.958 13.723
DI Yogyakarta 11.830 13.196
Jawa Timur 18.351 20.772
Banten 13.598 14.012
Bali 16.215 16.595
Jawa dan Bali 82.080 89.735

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan

" Angka Sementara

™) Angka Sangat Sementara
ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku

TABEL 14.13

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DI
WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2009-2011

Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD)
Provinsi

2009 | 2010 2011 2009 2010 2011
DKI Jakarta 459 | 885 1094 5510,8 | 6429.3  4824,1
Jawa Barat 293 | 595 825 19344 1692 38394
Jawa Tengah 30 83 122 83,1 59,1 175,0
DI Yogyakarta 5 20 22 8,1 4,9 2,4
Jawa Timur 67| 110 208 422,11 1769,2  1312,0
Banten 92 | 280 361 1412,0 | 15442 2171,7
Bali 92 | 279 337 2272 | 2783 482,1

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal
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TABEL 14.14
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI
WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2009-2011

o Proyek (Unit) Nilai Investasi_(Miliar Rupiah)
Provinsi

2009 2010 2011 2009 2010 2011
DKI Jakarta 35 86 84 9693.8 4598,5 9256,4
Jawa Barat 58 103 170 47248 15799,8 111943
Jawa Tengah 8 40 100 2642,6 7954 27378
D.I Yogyakarta 2 3 7 32,9 10 1,6
Jawa Timur 48 89 157 4290,7 8084,1 9687,5
Banten 23 76 83 4381,7 5852,5 4298.6
Bali 5 19 18 50,8 3134 3131,4

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam kurun waktu 2009 — 2012 TPT di wilayah Jawa Bali
menunjukkan tren menurun, dengan perkembangan terakhir
(Februari 2012) sebesar 7,04 persen, lebih tinggi dibanding TPT
nasional (6,30 persen). Jumlah pengangguran terbuka pada tahun
2012 sebagian besar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan
Jawa Tengah, dengan distribusi jumlah pengangguran di Jawa Barat
mencapai 38,85 persen (TPT sebesar 9,8 persen), Jawa Tengah 19,86
persen (TPT sebesar 5,9 persen), dan Jawa Timur 16,17 persen (TPT
sebesar 4,1 persen). Sementara itu, TPT tertinggi berada di Provinsi
Banten dan DKI Jakarta masing-masing sebesar 10,7 persen.
Tingginya pengangguran disebabkan oleh posisi Jabodetabek yang
sangat dominan dalam perekonomian nasional dan menjadi magnet
besar bagi pencari kerja sehingga terjadi penumpukan angkatan
kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang masih menganggur di
daerah tersebut (Tabel 14.15).
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TABEL 14.15
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH
JAWA-BALI (RIBU JIWA)
TAHUN 2009 - 2012

Provinsi 2009 2010 2011 2012
DKI Jakarta 570,6 537,5 542,7 566,5
Jawa Barat 2257,7 | 2031,6 19824  1969,0
Jawa Tengah 1208,7 1174,9 1042,5 1006,5
DI Yogyakarta 123,0 1244 107,1 78,8
Jawa Timur 1193,6 | 1012,0 845,6 819,5
Banten 663,9 627,8 697,1 579,7
Bali 60,4 75,6 65,6 48,6
JAWA BALI 6077,7 | 5583,7 5283,1 5068,6
Perubahan 3,5 -494  -300,6  -214,5
Perubahan (persen) 0,06 -8,13 -5,38 -4,06
TPT (persen) 8,77 7,94 7,34 7,04
TPT NASIONAL (persen) 8,14 7,41 6,80 6,3

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan penduduk miskin di wilayah Jawa-Bali dalam
periode 2009- 2012 cenderung menurun setiap tahunnya, walaupun
jumlahnya masih mencapai lebih dari 50 persen dari total penduduk
miskin Indonesia. Persentase penduduk miskin tertinggi terdapat di
Provinsi DI Yogyakarta (16,05 persen), dan Jawa Tengah (15,34
persen), dan Jawa Timur (13,40 persen). Persentase penduduk miskin
di Provinsi DKI Jakarta dan Bali tercatat paling rendah, yaitu
masing-masing sebesar 3,69 persen dan 4,18 persen (Tabel 14.16).
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TABEL 14.16
PERSENTASE KEMISKINAN DI WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2009 - 2012

Provinsi 2009 2010 2011 2012
DKI Jakarta 3,62 3,48 3,75 3,69
Jawa Barat 11,96 11,27 10,65 10,09
Jawa Tengah 17,72 16,56 15,76 15,34
Di Yogyakarta 17,23 16,83 16,08 16,05
Jawa Timur 16,68 15,26 14,23 13,40
Banten 7,64 7,16 6,32 5,85
Bali 5,13 4,88 4,20 4,18
INDONESIA 14,15 13,33 12,49 11,96

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human
Development Index (HDI), sebagai ukuran kualitas hidup manusia
wilayah Jawa Bali memperlihatkan peningkatan secara merata di
setiap provinsi dalam kurun waktu 2009—2010. IPM tahun 2010 di
wilayah Jawa Bali tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar
77,60 dan terrendah di Provinsi Banten sebesar 70,48. (Tabel 14.17).

TABEL 14.17
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI WILAYAH JAWA-BALI
TAHUN 2009-2010

IPM Peringkat
Provinsi
2009 2010 2009 2010
DKI Jakarta 77,36 77,60 1 1
Jawa Barat 71,64 72,29 15 15
Jawa Tengah 72,10 72,49 14 14
DI Yogyakarta 75,23 75,77 4 4
Jawa Timur 71,06 71,62 18 18
Banten 70,06 70,48 23 23
Bali 71,52 72,28 16 16
NASIONAL 71,76 72,27 - -

Sumber: Badan Pusat Statistik
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Aksesibilitas antardaerah di wilayah Jawa-Bali relatif lebih
memadai jika dibandingkan dengan wilayah lain. Keberhasilan
dalam penanganan kinerja ekonomi dan sumber daya manusia, dan
kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan publik dan
infrastrukur fisik, seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan
udara, sarana komunikasi, dan sumber energi atau penerangan.
Secara nasional DKI Jakarta dan DI Yogyakarta memiliki tingkat
kerapatan jalan tertinggi (panjang jalan per luas wilayah). Namun
demikian beberapa provinsi sudah mengalami tekanan tidak
seimbangnya pertumbuhan panjang jalan dan jumlah kendaraan. Hal
ini ditunjukkan dari rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan
roda empat (kapasitas jalan) di DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Barat
yang merupakan terendah secara nasional. Rasio ketiga daerah
tersebut berturut-turut sebesar 00,0004 km/unit kendaraan, 0,0141
km/unit, dan 0,0190 km/unit. Berdasarkan kondisi energi listrik, total
kapasitas terpasang unit pembangkit PLN di wilayah Jawa-Bali
mencapai 19.060,98 MW, dan sebagian besar dipasok dari PT.
Indonesia Power dan PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB) hingga
mencapai 81 persen. Persentase kapasitas terpasang per jenis
pembangkit sebagian besar bersumber dari Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) sebesar 8.020 MW (42 persen) dan Pembangkit
Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) sebesar 6.033,44 MW (32
persen). Rasio elektrifikasi di wilayah DKI Jakarta telah mencapai
100 persen, sementara rasio elektrifikasi terrendah di Provinsi
Banten sebesar 68,17 persen.

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

Dalam melaksanakan kebijakan dan sasaran pembangunan
wilayah Jawa - Bali, permasalahan yang dihadapi antara lain: (1)
Belum terpenuhinya penyediaan dan pengembangan prasarana dan
sarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan
industri dan  metropolitan, seperti wilayah  Jabodetabek,
Gerbangkertasusila, Joglosemar, Kedungsepur, Sarbagita dan
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kawasan lainnya; (2) Masih tingginya alih fungsi (konversi) lahan
pertanian; (3) masih tingginya kepadatan penduduk di wilayah
metropolitan Jawa-Bali, khususnya Jabodetabek dan sekitarnya; (4)
masih rendahnya penyerapan tenaga kerja di pusat-pusat
pertumbuhan; (5) menurunnya daya dukung lingkungan; (6)
tingginya tingkat kerawanan bencana alam; dan (7) masih banyak
kabupaten yang beloum memiliki Perda RTRW.

Tindak lanjut yang untuk mengatasi permasalahan
pelaksanaan kebijakan pembangunan wilayah Jawa - Bali antara
lain: (1) mengintegrasikan MP3EI ke dalam rencana kerja
pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan koridor ekonomi
Jawa, khususnya terkait tugas dan peran pemerintah, mempercepat
penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota
di sepanjang koridor ekonomi Jawa, memantapkan koordinasi antara
pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha dalam penanganan
hambatan investasi di daerah, serta memantapkan pengendalian dan
pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di koridor
ekonomi Jawa; (2) mengendalikan konversi lahan pertanian dengan
memperhatikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan penetapan
lahan pertanian pangan berkelanjutan; (3) mengendalikan laju
pertumbuhan jumlah penduduk, dan mengembangkan pengelolaan
program transmigrasi; (4) mendorong pengembangan aktivitas
ekonomi padat karya yang mampu mendorong penyerapan tenaga
kerja; (5) melakukan rehabilitasi dan konservasi hutan serta
meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH); (6) meningkatkan
kewaspadaan, kesiapsiagaan dan antisipasi dalam menghadapi
bencana dengan meningkatkan kapasitas aparatur penanggulangan
bencana didaerah, pengendalian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan
penataan ruang berbasis mitigasi bencana, meningkatkan kerjasama
antardaerah dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai, serta
mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system)
bencana dengan memperhatikan karakteristik ancaman bencana di
daerah bersangkutan.
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14.4 PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan tahun
2011 dan 2012 antara lain: (1) pengembangan Kalimantan sebagai
lumbung pangan nasional, dan sebagai lumbung energi nasional
dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah
pembangunan yang berkelanjutan; (2) pengembangan Kalimantan
sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan
perikanan; (3) peningkatan pengelolaan batas wilayah dan kawasan
perbatasan dengan mendayagunakan posisi strategis secara geografis
yang berdekatan dengan negara bagian Malaysia; (4) pengembangan
sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda terintegrasi
memperkuat keterkaitan domestik antarwilayah melalui percepatan
fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara terpadu
dengan pengembangan jaringan angkutan sungai, angkutan laut,
jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara; (5) pengembangan
Kalimantan sebagai wilayah tumbuh pesat dan merata dengan tetap
memperhatikan peningkatan daya dukung lingkungan untuk
menjamin keberlanjutan pembangunan dan mempertahankan fungsi
Kalimantan sebagai paru-paru dunia; (6) pengembangan angkatan
kerja berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Hasil Pelaksanaan

Pada tahun 2011 perekonomian wilayah Kalimantan menurun
dengan laju pertumbuhan wilayah sebesar 4,9 persen, lebih rendah
dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan tertinggi adalah di
provinsi Kalimantan Tengah sebesar sekitar 6,74 persen, sementara
laju pertumbuhan terendah di Provinsi Kalimantan Timur sebesar
3,93 persen. (Tabel 14.18).
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TABEL 14.18
PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH KALIMANTAN

ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009 — 2011

Provinsi 2009 2010” 2011
Kalimantan Barat 4,80 5,37 5,94
Kalimantan Tengah 5,57 6,49 6,74
Kalimantan Selatan 5,29 5,58 6,12
Kalimantan Timur 2,28 5,04 3,93
Kalimantan 3,47 5,32 4,88
Jumlah 33 Provinsi 4,82 6,10 6,36
Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : ° Angka sementara

™) Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Kontribusi perekonomian wilayah Kalimantan terhadap
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari tahun
2009-2011 sedikit menurun, kontribusi PDRB wilayah Kalimantan
tahun 2011 tercatat sebesar 8,44 persen. Sementara kontribusi
provinsi terbesar terhadap pembentukan PDRB wilayah Kalimantan
adalah provinsi Kalimantan Timur.

Sektor yang memberikan  kontribusi  terbesar  bagi
perekonomian di Wilayah Kalimantan adalah sektor pertambangan
dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan
sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor pertambangan dan
penggalian memberikan kontribusi cukup besar terhadap sektor
pertambangan nasional. Sektor pertambangan di wilayah Kalimantan
terpusat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan,
sedangkan sektor pertanian terpusat di Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
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TABEL 14.19
KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH KALIMANTAN

ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009 - 2011

Provinsi 2009 2010” 20117
Kalimantan Barat 1,37 1,36 1,36
Kalimantan Tengah 0,84 0,85 0,85
Kalimantan Selatan 1,39 1,38 1,38
Kalimantan Timur 5,03 4,98 4,86
Kalimantan 8,063 8,57 8,44
Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan : ~ Angka sementara
) Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Pada tahun 2010, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per
kapita wilayah Kalimantan mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya. Namun demikian terdapat ketimpangan yang tinggi antara
provinsi Kalimantan Timur dan provinsi-provinsi lainnya. Hal ini
ditunjukkan dengan tingginya rasio PDRB per kapita antara
Kalimantan Timur (tertinggi) dan Kalimantan Barat (terendah).

TABEL 14.20
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS MENURUT
PROVINSI DI WILAYAH KALIMANTAN

ADHB (RIBU RUPIAH)
TAHUN 2009 - 2010
Provinsi 2009” 2010
Kalimantan Barat 12.471 13.757
Kalimantan Tengah 17.367 19.243
Kalimantan Selatan 14.638 16.142
Kalimantan Timur 88.920 90.331

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : ~ Angka Sementara
") Angka Sangat Sementara
ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku
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Wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang
cukup besar yang meliputi pertambangan, kehutanan, pertanian dan
perkebunan, serta perikanan dan kelautan. Wilayah Kalimantan
memiliki komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi, baik di pasar
domestik maupun pasar luar negeri. Komoditas unggulan di wilayah
Kalimantan diantaranya adalah (1) minyak dan gas bumi yang terpusat
di Provinsi Kalimantan Timur, (2) kelapa sawit yang terpusat di
Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, (3) karet yang
terpusat di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan
Kalimantan Selatan, dan (4) perikanan dan kelautan, dengan perikanan
tangkap dan budi daya laut yang terpusat di Provinsi Kalimantan Timur
dan Kalimantan Selatan.

TABEL 14.21
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DI
WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2009 - 2011
Proyek Nilai Investasi
Provinsi (Unit) (Juta USD)
2009 | 2010 2011 | 2009 | 2010 2011
Kalimantan Barat 4 50 47 | 278 | 1704 500,7
Kalimantan Tengah 3 62 91 49 | 546,6 543,7
Kalimantan Selatan 5 44 47 | 1718 | 2022 272,1
Kalimantan Timur 19 98 146 | 799 | 10922 602.4

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perkembangan investasi PMA dan PMDN di wilayah
Kalimantan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2009 - 2011)
meningkat. Secara keseluruhan, pada tahun 2011 investasi PMDN
di wilayah Kalimantan sekitar 24,04 persen dari total PMDN secara
nasional dan PMA sekitar 11,38 persen dari total PMA secara
nasional. Nilai investasi PMA tahun 2011 terbesar di Provinsi
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, sementara untuk nilai
terendah di Provinsi Kalimantan Barat. Nilai investasi PMDN
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terbesar di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dan
terendah di Kalimantan Barat.

TABEL 14.22
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI

WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2009 - 2011
Proyek Nilai Investasi
Provinsi (Unit) (Miliar Rupiah)

2009 2010 2011 2009 2010 2011
Kalimantan Barat 5 43 56 517,1 1171,7 1404,0
Kalimantan 7 34 55 1464,2 3507,7 3376,0
Tengah
Kalimantan 4 26 39 870,9 2015 21183
Selatan
Kalimantan Timur 6 46 48 82,2 7881,3 6569,1

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam kurun waktu 2009 — 2012 TPT di wilayah Kalimantan
menunjukkan tren menurun, dengan perkembangan terakhir
(Februari 2012) sebesar 5,03 persen, lebih rendah dibanding TPT
nasional (6,3 persen). Jumlah pengangguran terbuka dari tahun 2009
- 2012 sebagian besar berada di Provinsi Kalimantan Timur.
Sedangkan distribusi jumlah pengangguran dari yang tertinggi
sampai yang terendah adalah Kalimantan Timur mencapai 47,41
persen (TPT sebesar 9,3 persen), Kalimantan Barat sebesar 21,13
persen (TPT sebesar 3,4 persen), dan Kalimantan Selatan 22,71
persen (TPT sebesar 4,3 persen, Kalimantan Tengah TPT 8,75 persen
(sebesar 2,7 persen) (Tabel 14.23).

Perkembangan penduduk miskin di wilayah Kalimantan dalam
periode 2009 - 2012 relatif rendah dan cenderung menurun setiap
tahunnya. Tingkat kemiskinan setiap provinsi di wilayah Kalimantan
sudah berada di bawah tingkat kemiskinan nasional. Persentase
penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Barat
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sebesar 8,17 persen, dan terrendah di provinsi Kalimantan Selatan

sebesar 5,06 persen.

(Tabel 14.24).

TABEL 14.23
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH

KALIMANTAN (RIBU RUPIAH)
TAHUN 2009 — 2012

Tahun
Provinsi

2009 2010 2011 2012
Kalimantan Barat 127,2 125,2 112,5 75,8
Kalimantan Tengah 49,0 427 41,6 31,4
Kalimantan Selatan 118,4 108,7 103,5 81,5
Kalimantan Timur 165,1 160,5 174,8 170,1
KALIMANTAN 459,7 | 437,1 4324 358,8
Perubahan 6,6 -22.5 -4,7 -73,6
Perubahan (persen) 1,46 -4,90 -1,08 -17,03
TPT (persen) 6,99 6,47 6,23 5,03
TPT NASIONAL (persen) 8,14 7,41 6,80 6,3

Sumber: Badan Pusat Statistik

TABEL 14.24
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2009 — 2012

Tahun
Provinsi

2009 2010 2011 2012

Kalimantan Barat 9,30 9,02 8,60 8,17
Kalimantan Tengah 7,02 6,77 6,56 6,51
Kalimantan Selatan 5,12 5,21 5,29 5,06
Kalimantan Timur 7,73 7,66 6,77 6,68
INDONESIA 14,15 13,33 12,49 11,96

Sumber: Badan Pusat Statiétik
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Indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human
Development Index (HDI), sebagai ukuran kualitas hidup manusia
wilayah Kalimantan memperlihatkan adanya peningkatan secara
konsisten dalam kurun waktu 2009—2010, namun menunjukkan
ketimpangan dalam pencapaian IPM antarprovinsi. Hal ini dapat
ditunjukkan dari .IPM tahun 2010 tertinggi berada di Provinsi
Kalimantan Timur sebesar 75,56 dengan ranking ke-5 dari 33
provinsi, sementara Provinsi Kalimantan Barat baru mencapai IPM
69,15 dengan ranking ke 28 dari 33 provinsi.(Tabel 14.25).

TABEL 14.25
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI
DI WILAYAH KALIMANTAN
TAHUN 2009-2010

L. IPM Peringkat
Provinsi

2009 2010 2009 2010

Kalimantan Barat 68,79 69,15 28 28
Kalimantan Tengah 74,36 74,64 7 7
Kalimantan Selatan 69,30 69,92 26 26
Kalimantan Timur 75,11 75,56 5 5
NASIONAL 71,76 72,27 - -

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi dan sumber
daya manusia, dan kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan
publik dan infrastruktur. Rasio panjang jalan dengan luas wilayah
yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density) di Wilayah
Kalimantan sebesar 0,08 Km/Km?, lebih rendah dari kerapatan jalan
tingkat nasional sebesar 0,23 Km/Km? dengan Kerapatan jalan
tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,25
Km/Km2, dan terrendah di provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,05
Km/Km?. Berdasarkan kondisi energi listrik, total kapasitas
terpasang unit pembangkit PLN di wilayah Kalimantan mencapai
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1414,13 MW, dengan kapasitas terpasang tertinggi di Wilayah
Kalimantan Timur sebesar 610,94 MW (43 persen). Persentase
kapasitas terpasang menurut jenis pembangkit sebagian besar
bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar
968,69 MW (69 persen) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
sebesar 201,5 MW (14 persen). Rasio elektrifikasi pada tahun 2011,
tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 75,65 persen dan
terrendah di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 63,44 persen.

Permasalahan Pelaksanaan Dan Tindak Lanjut

Dalam melaksanakan kebijakan dan sasaran pembangunan
wilayah Kalimantan, permasalahan yang dihadapi antara lain: (1)
belum optimalnya pengembangan sektor dan industri unggulan
berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan.
Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya nilai tambah komoditas
pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan akibat belum
berkembangnya mata rantai industri pengolahan; (2) belum
terintegrasi dan masih terbatasnya pelayanan jaringan jalan darat
dengan jaringan transportasi lainnya; (3) jalur transportasi sungai
yang secara tradisional diandalkan seringkali mengalami pasang
surut di daerah hulu yang mengakibatkan semakin terbatasnya
aksesibilitas desa-desa di pedalaman; (4) tingginya laju konversi
lahan hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian, dan pertambangan
yang meningkatkan kekritisan lahan pada Daerah Aliran Sungai
(DAS), meningkatnya frekuensibencana banjir, dan menurunnya
fungsi sungai sebagai salah satu jaringan transportasi wilayah, serta
meningkatnya polusi dan kebakaran hutan; (5) rendahnya kualitas
sumberdaya manusia; (6) minimnya aksesibilitas menuju kawasan
perbatasan mendorong masyarakat setempat untuk mengakses
berbagai pelayanan darinegara tetangga yang lebih mudah dijangkau
yaitu di negara tetangganya; (7) pengawasan di sepanjang perbatasan
darat yang tidak optimal yang memicu pemanfaatan sumber daya

BAB 14 PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN|  14-31



alam secara ilegal khususnya di wilayah laut; dan (8) belum ada
provinsi dan kota di Kalimantan yang menetapkan Perda RTRW
sementara hanya 1 (satu) kabupaten yang telah menetapkan.

Tindak lanjut yang untuk mengatasi permasalahan
pelaksanaan kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan antara
lain: (1) mengintegrasikan MP3EI ke dalam rencana kerja
pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan koridor ekonomi
Kalimantan, khususnya terkait tugas dan peran pemerintah; (2)
memantapkan koordinasi antara pemerintah (pusat dan daerah) dan
dunia usaha dalam penanganan hambatan investasi di daerah; (3)
mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota di sepanjang koridor ekonomi Kalimantan;
(4) memantapkan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan
program dan kegiatan prioritas di koridor ekonomi Kalimantan; (5)
menuntaskan 10 Outstanding Border Problems dan penyelesaian
penetapan batas laut dengan Malaysia, meningkatkan sarana dan
prasarana pengamanan dan pelayanan lintas batas, meningkatkan
aksesibilitas menuju kawasan perbatasan, meningkatkan pelayanan
sosial dasar, serta mengoptimalkan Paloh-Aruk, Jagoi Babang,
Entikong, Jasa, Nanga Badau, Long Pahangai, Long Nawang, Long
Midang, Simanggaris, dan Nunukan sebagai pusat pelayanan
kawasan perbatasan dan pendorong pengembangan potensi unggulan
kawasan.

14.5 PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI

Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi tahun 2011
dan 2012 adalah: (1) pembangunan wilayah Sulawesi menjadi salah
satu lumbung pangan nasional dengan meningkatkan produktivitas
dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan
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perikanan, mengembangkan bioenergi, serta meningkatkan dan
memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional,
(2) peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan
perkebunan, serta meningkatkan produksi dan efisiensi usaha
perikanan tangkap; (3) memprioritaskan kawasan tertinggal dan
kawasan perbatasan dalam rangka pencapaian pemerataan tingkat
perkembangan antarwilayah termasuk pengembangan pulau-pulau
kecil dan gugus kepulauan; (4) pelestarian sentra-sentra produksi
pangan nasional, khususnya bagi sawah beririgasi teknis dari
ancaman konversi lahan; (5) penguatan jalur wisata Toraja-
Tomohon-Bunaken dengan Bali; (6) peningkatan kapasitas dan
integrasi sistem jaringan listrik, yang dilaksanakan dengan
meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik serta
diversifikasi sumber energi primer; (7) pengembangan integrasi
sistem jaringan transportasi, pengembangan Sulawesi sebagai hub
Kawasan Timur Indonesia melalui peningkatan kapasitas pelayanan
pelabuhan Makassar dan Bitung; dan (8) peningkatan kualitas
sumber daya manusia.

Hasil Pelaksanaan

Laju pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi meningkat
cukup pesat pada kurun waktu 2009-2011. Semua provinsi
bertumbuh dengan laju di atas 7 persen per tahun, bahkan laju
petumbuhan terendah pun masih di atas laju pertumbuhan rata-rata
nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat
bahkan menembus dua digit yakni 10,41 persen per tahun (Tabel
14.26).
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TABEL 14.26
PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH SULAWESI
ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009 - 2011

Provinsi 2009 2010 20117
Sulawesi Utara 7,85 7,16 7,39
Sulawesi Tengah 7,71 8,75 9,16
Sulawesi Selatan 6,23 8,19 7,65
Sulawesi Tenggara 7,57 8,19 8,68
Gorontalo 7,54 7,63 7,68
Sulawesi Barat 6,03 11,91 10,41
Sulawesi 6,92 8,24 8,09
Jumlah 33 Provinsi 4,82 6,10 6,36

Sumber  : Badan Pusat Statistik
Keterangan : ” Angka sementara
") Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan
Kontribusi  perekonomian wilayah  Sulawesi terhadap
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari tahun
2009-2011 terus meningkat. Kontribusi perekonomian wilayah
Sulawesi terhadap pembentukan PDB nasional tahun 2011 sebesar
4,88 persen, dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyumbang
terbesar di tingkat wilayah (Tabel 14.27).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita wilayah
Sulawesi terus mengalami peningkatan dengan tingkat ketimpangan
antarprovinsi relatif kecil. PDRB per kapita terbesar di Provinsi
Sulawesi Utara sementara PDRB per kapita paling rendah terdapat di
Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat (Tabel 14.28)
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TABEL. 14.27
KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH SULAWESI
ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009 - 2011

Provinsi 2009 2010” 20117
Sulawesi Utara 0,71 0,70 0,83
Sulawesi Tengah 0,70 0,70 0,80
Sulawesi Selatan 2,15 2,23 2,33
Sulawesi Tenggara 0,65 0,63 0,56
Gorontalo 0,15 0,15 0,13
Sulawesi Barat 0,20 0,21 0,22
Sulawesi 4,56 461 4,88

Sumber  : Badan Pusat Statistik
Keterangan : ~ Angka sementara
) Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

TABEL 14.28
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH SULAWESI

ADHB (RIBU RUPIAH)
TAHUN 2009-2010

Provinsi 2009” 2010
Sulawesi Utara 14.379 16.223
Sulawesi Tengah 12.925 13.709
Sulawesi Selatan 12.633 14.665
Sulawesi Tenggara 12.112 12.707
Gorontalo 7.198 7.745
Sulawesi Barat 8.277 9.482

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan : *) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku

Secara keseluruhan, pada tahun 2010 investasi PMDN di
wilayah Sulawesi sebesar 7,15 persen dari total PMDN secara
nasional dan PMA sekitar 4,85 persen dari total PMA secara
nasional. Nilai investasi PMA tahun 2010 terbesar di Provinsi
Sulawesi Selatan, sementara untuk nilai terrendah di Provinsi
Gorontalo (Tabel 14.29). Nilai investasi PMDN terbesar di Provinsi
Sulawesi Selatan dan terrendah di Provinsi Gorontalo (Tabel 14.30).
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TABEL 14.29

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DI

WILAYAH SULAWESI
TAHUN 2009-2011
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD)
Provinsi
2009 | 2010 2011 2009 2010 2011
Sulawesi Utara 6 25 40 57,7 226,8 220,2
Sulawesi Tengah 1 7 18 33 138,5 370,4
Sulawesi Selatan 6 33 36 77,0 441,8 89,6
Sulawesi Tenggara 3 10 28 3,6 14 17,0
Gorontalo - 1 19 - 0,8 12,5
Sulawesi Barat - 4 5 - 37,3 5,6

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

TABEL 14.30
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI
WILAYAH SULAWESI

TAHUN 2009-2011

Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah)
Provinsi

2009 | 2010 2011 2009 2010 2011
Sulawesi Utara 1 13 11 49,5 95,8 331,6
Sulawesi Tengah - 7 12 - 153.,6 2620,2
Sulawesi Selatan 6 23 42 1137,9 3212,3 3986,3
Sulawesi Tenggara - 5 8 - 19,2 59,0
Gorontalo - 3 3 - 16,7 11,8
Sulawesi Barat - 7 6 840 218,6

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam kurun waktu 2009 — 2012 TPT di wilayah Sulawesi

menunjukkan tren menurun,

dengan perkembangan

terakhir

(Februari 2012) sebesar 5,42 persen, lebih rendah dibanding TPT
nasional (6,30 persen). Sementara itu, perkembangan jumlah
pengangguran terbuka di wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 2009-
2012 mengalami penurunan. Konsentrasi pengangguran terbuka pada
tahun 2012 sebagian besar berada di Provinsi Sulawesi Selatan
sekitar 52,68 persen dari total jumlah pengangguran. Sementara itu,
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TPT pada tahun 2012 tertinggi berada di provinsi Sulawesi Utara
sebesar 8,3 persen dan Sulawesi Selatan sebesar 6,5 persen, dan
terrendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,1 persen (Tabel
14.31).
TABEL 14.31
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA
DI WILAYAH SULAWESI (RIBU JIWA)
TAHUN 2009 - 2012

Provinsi 2009 2010 2011 2012
Sulawesi Utara 1145 | 1126 98,2 92,7
Gorontalo 23,4 24,5 21,1 22,6
Sulawesi Tengah 63,2 63,0 55,8 50,5
Sulawesi Selatan 296,6 | 2844 243,0 2352
Sulawesi Tengggara 53,1 493 46,2 33,9
Sulawesi Barat 254 22,4 15,5 11,6
SULAWESI 576,1 556,1 479,9 446.5
Perubahan -100,6 -20,0 -76,2 -334
Perubahan (persen) - 14,86 -3,47 - 13,70 -6.96
TPT (persen) 7,51 6,96 5,92 5,42
TPT NASIONAL (persen) 8,14 7,41 6,80 6,30

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan persentase kemiskinan di wilayah Sulawesi
selama periode 2009-2012 cenderung menurun, namun di sebagian
besar provinsi masih berada di atas persentase kemiskinan nasional.
Persentase kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Gorontalo sebesar
17,33 persen, Sulawesi Tengah 15,40 persen, dan Sulawesi Tenggara
13,71 persen. Sementara hanya terdapat 2 provinsi yang sudah
berada di bawah tingkat kemiskinan nasional, yaitu Provinsi
Sulawesi Utara sebesar 8,18 persen, dan Sulawesi Selatan sebesar
10,11 persen (Tabel 14.32).
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TABEL 14.32
PERSENTASE KEMISKINAN DI WILAYAH SULAWESI
TAHUN 2009 - 2012

Provinsi 2009 2010 2011 2012
Sulawesi Utara 9,79 9,10 8,51 8,18
Sulawesi Tengah 18,98 18,07 15,83 15,40
Sulawesi Selatan 12,31 11,60 10,29 10,11
Sulawesi Tenggara 18,93 17,05 14,56 13,71
Gorontalo 25,01 23,19 18,75 17,33
Sulawesi Barat 15,29 13,58 13,89 13,24
INDONESIA 14,15 13,33 12,49 11,96

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human
Development Index (HDI) sebagai ukuran kualitas hidup manusia
wilayah Sulawesi memperlihatkan adanya peningkatan secara
konsisten di setiap provinsi dalam kurun waktu 2009—2010. IPM
tahun 2010 tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 76,09
dan menduduki ranking ke-2 dari 33 provinsi, sementara IPM
terrendah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 69,64 dan menduduki
ranking ke-27 (Tabel 14.33).

Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi dan sumber
daya manusia, dan kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan
publik dan infrastruktur fisik. Rasio panjang jalan dengan luas
wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density) di
Wilayah Sulawesi sebesar 0,40 Km/Km?, lebih tinggi dari kerapatan
jalan tingkat nasional sebesar 0,23 Km/Km?, dengan kerapatan jalan
tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,72 Km/Km?,
dan terrendah di provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,22 Km/Km?.
Berdasarkan kondisi kualitas jalan (Agustus 2010), jalan Nasional
Tidak Mantap di wilayah Sulawesi cenderung meningkat dalam
kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari total panjang
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jalan 7.426,84 Km sebanyak 1.445 Km kondisinya Tidak Mantap
(19,46 persen). Berdasarkan kondisi energi listrik, total kapasitas
terpasang unit pembangkit PLN di wilayah Sulawesi mencapai
1.025,00 MW, dengan satuan PLN wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar,
dan satuan PLN wilayah Sulut, Sulteng dan Gorontalo. Persentase
kapasitas terpasang per jenis pembangkit sebagian besar bersumber
dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 567,41 MW
(55 persen) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar
219,79 MW (22 persen). Rasio elektrifikasi pada tahun 2011,
tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74,19 persen dan
terrendah di Provinsi Gorontalo sebesar 54,69 persen.

TABEL 14.33
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

DI WILAYAH SULAWESI
TAHUN 2009-2010
IPM Peringkat
Provinsi
2009 2010 2009 2010
Sulawesi Utara 75,68 76,09 2 2
Sulawesi Tengah 70,70 71,14 22 22
Sulawesi Selatan 70,94 71,62 20 19
Sulawesi Tengggara 69,52 70,00 25 25
Gorontalo 69,79 70,28 24 24
Sulawesi Barat 69,18 69,64 27 27
NASIONAL 71,76 72,27 - -

Sumber: Badan Pusat Statistik

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

Dalam melaksanakan kebijakan dan sasaran pembangunan
wilayah Sulawesi, permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) belum
terpenuhinya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana
transportasi dalam mendukung peningkatan aksesibilitas, mobilitas,
serta integrasi jaringan transportasi multimoda antarwilayah; (2)
rendahnya kualitas sumberdaya manusia; (3) terbatasnya kapasitas
energi listrik sebagai akibat rendahnya pasokan tenaga listrik; (4)
belum optimalnya pengelolaan batas wilayah negara dan
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pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil; (5)
minimnya pengamanan di kawasan perbatasan khususnya kawasan
Sangihe-Talaud yang berhadapan dengan wilayah negara Filipina
memunculkankegiatan-kegiatan illegal lintas batas negara seperti
pencurian ikan, penyelundupan barang, dan imigran gelap; dan (6)
masih sedikit provinsi/kabupate/kota yang telah memiliki Perda
RTRW.

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan
kebijakan pembangunan wilayah Sulawesi antara lain: (1)
mengintegrasikan MP3EI ke dalam rencana kerja pemerintah pusat
dan daerah untuk pengembangan koridor ekonomi Sulawesi,
khususnya terkait tugas dan peran pemerintah; (2) memantapkan
koordinasi antara pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha
dalam penanganan hambatan investasi di daerah; (3) mempercepat
penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota
di sepanjang koridor ekonomi Sulawesi; (4) memantapkan
pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan
prioritas di koridor ekonomi Sulawesi; (5) revitalisasi peran KAPET
sebagai KSN dan pusat pertumbuhan di wilayah Sulawesi, yang
terdiri dari KAPET Menado-Bitung (Sulawesi Utara), KAPET
Palapas (Sulawesi Tengah), KAPET Pare-Pare (Sulawesi Selatan),
dan KAPET Bank Sejahtera (Sulawesi Tenggara); (6) meningkatkan
kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik dan diversifikasi
sumber energi primer; (7) penuntasan ZEE RI-Filipina; dan (8)
meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan dan pelayanan
lintas batas, meningkatkan aksesibilitas menuju pulau-pulau kecil
terluar, meningkatkan pelayanan sosial dasar, serta mengoptimalkan
fungsi Melonguane dan Tahuna sebagai pusat pelayanan kawasan
perbatasan dan pendorong pengembangan potensi unggulan
kawasan.
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14.6 PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA
Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan wilayah Nusa Tenggara tahun
2011 dan 2012 adalah: (1) pengembangan sentra produksi komoditas
unggulan cluster industri pertanian jagung; pertanian kakao,
peternakan sapi, rumput laut, dan garam; (2) pengembangan
pariwisata pulau komodo, danau Kelimutu dan Taman Laut di
wilayah Nusa Tenggara Timur; (3) pengembangan fasilitas
pendukung obyek wisata berstandar internasional; (4) pengembangan
jalur wisata lanjutan dengan wilayah lain, Bali dan NTB; (5)
pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota,
pulau-pulau, wilayah tertinggal dan terpencil melalui pengembangan
jaringan jalan lintas Nusa Tenggara, peningkatan aksesibilitas pulau-
pulau terpencil dan terdepan/terluar; (6) pengembangan jaringan
transportasi penyeberangan antarpulau; (7) pengembangan dan
pengelolaan infrastruktur irigasi; (8) peningkatan dan pengembangan
jalan perbatasan; (9) peningkatan dan pengembangan kelistrikan;
(10) pengembangan perumahan rakyat; dan (11) peningkatan kualitas
sumberdaya manusia.

Hasil Pelaksanaan

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
pada tahun 2011 relatif baik, walaupun masih di bawah rata-rata laju
pertumbuhan nasional. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat
menunjukkan pertumbuhan negatif. Percepatan pertumbuhan
dibutuhkan di Nusa Tenggara Timur yang selama tiga tahun terakhir
rata-rata pertumbuhannya di bawah rata-rata laju pertumbuhan
nasional (Tabel 14.34).
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TABEL 14.34
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH NUSA TENGGARA
ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009 - 2011

Provinsi 2009 20107 20117
Nusa Tenggara Barat 12,14 6,33 -3,18
Nusa Tenggara Timur 4,29 5,23 5,63
Jumlah 33 Provinsi 4,82 6,10 6,36

Sumber  : Badan Pusat Statistik
Keterangan : ~ Angka sementara
™) Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan
Kontribusi perekonomian wilayah Nusa Tenggara terhadap
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat
kecil dan menunjukkan penurunan pada tahun 2011 dibandingkan

tahun 2010 (Tabel 14.35).

TABEL 14.35
KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH NUSA TENGGARA
ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009-2011

Provinsi 2009 2010” 20117
Nusa Tenggara Barat 0,91 0,93 0,82
Nusa Tenggara Timur 0,52 0,52 0,56
Nusa Tenggara 1,43 1,45 1,38

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Perkapita wilayah Nusa Tenggara
mengalami peningkatan, namun nilai PDRB per kapita NTT dan
NTB masih lebih rendah dibandingkan PDRB per kapita nasional,
dan jika dibandingkan antarprovinsi, pendapatan perkapita di
Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif lebih tinggi jika dibandingkan
dengan Nusa Tenggara Timur (Tabel 14.36).
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TABEL 14.36
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH
NUSA TENGGARA ADHB (RIBU RUPIAH)
TAHUN 2009 - 2010

Provinsi 2009* 2010%*

Nusa Tenggara Barat 9.424 10.969

Nusa Tenggara Timur 5.225 5.916
Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan : *) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku

Perkembangan investasi PMA dan PMDN di Nusa Tenggara
dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2009-2011) meningkat.
Secara keseluruhan, total investasi untuk PMA dan PMDN di
wilayah Nusa Tenggara relatif rendah dibandingkan provinsi-
provinsi lainnya, pada tahun 2010 investasi total investasi PMDN di
wilayah Nusa Tenggara sebesar 2,98 persen dari total PMDN secara
nasional dan PMA sekitar 1,27 persen dari total PMA secara
nasional. Nilai investasi PMA dan PMDN Provinsi Nusa Tenggara
Barat lebih besar dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Tabel 14.37 dan Tabel 14.38).

TABEL 14.37
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DI
WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2009-2011

Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD)
Provinsi 2009 | 2010 2011 | 2009 | 2010 2011
Nusa Tenggara Barat 5 83 113 2,7 220,5 465,1
Nusa Tenggara Timur 3 12 24 4.0 3.8 5,5

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal
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TABEL 14.38
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI

WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2009-2011
L. Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah)
Provinsi 2009 [ 2010 2011 2009 2000 2011
Nusa Tenggara Barat - 16 11 - 1805,8 423
Nusa Tenggara Timur - 4 3 - 0.1 1

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam kurun waktu 2009 — 2012 TPT di wilayah Nusa
Tenggara menunjukkan tren menurun, dengan perkembangan
terakhir (Februari 2012) sebesar 3,77 persen, lebih rendah dibanding
TPT nasional (6,30 persen). Sementara itu, perkembangan jumlah
pengangguran terbuka di wilayah Nusa Tenggara dalam kurun waktu
2009-2012 mengalami penurunan. Konsentrasi pengangguran
terbuka dari tahun 2009 sampai tahun 2012 sebagian besar berada di
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sementara itu, TPT pada
tahun 2012 tertinggi berada di Provinsi NTB sebesar 5,2 persen, dan
NTT sebesar 2,4 persen, yang dalam hal ini kedua Provinsi tersebut
sudah berada di bawah TPT nasional (Tabel. 14.39).

TABEL 14.39
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA
DI WILAYAH NUSA TENGGARA (RIBU JIWA)
TAHUN 2009 — 2012

Provinsi 2009 2010 2011 2012
Nusa Tenggara Barat 1249 122.8 116,4 113,6
Nusa Tenggara Timur 65,2 83,3 59,7 54,1
NUSA TENGGARA 190,1 206,2 176,1 167,7
Perubahan 539 | 16,061 -30,094 -84
Perubahan (persen) 0,28 8,45 - 14,60 -4,75
TPT (persen) 4,34 4,57 3,99 3,77
TPT NASIONAL (persen) 8,14 7,41 6,80 6,3

Sumber : Badan Pusat Statistik
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Persentase kemiskinan di wilayah Nusa Tenggara dalam kurun
waktu empat tahun terakhir (tahun 2009 - 2012) menunjukkan tren
menurun, namun masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional.
Persentase kemiskinan di Provinsi NTT sebesar 20,88 persen,
sementara di Provinsi NTB sebesar 18,63 persen (Tabel 14.40).

TABEL 14.40
PERSENTASE KEMISKINAN
DI WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2009-2012

Provinsi 2009 2010 2011 2012
Nusa Tenggara Barat 22,78 21,55 19,73 18,63
Nusa Tenggara Timur 23,31 23,03 21,23 20,88
INDONESIA 14,15 13,33 12,49 11,96

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Wilayah Nusa
Tenggara dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami
peningkatan, namun masih jauh tertinggal di banding provinsi-
provinsi lain di Indonesia. IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada
tahun 2010 baru mencapai 65,20 dengan ranking ke 32 dari 33
provinsi, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 67,26
dengan ranking ke 31 (Tabel 14.41).

TABEL 14.41
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI WILAYAH NUSA TENGGARA
TAHUN 2009-2010

IPM Peringkat
Provinsi
2009 2010 2009 | 2010
Nusa Tenggara Barat 64.66 65.20 30 )
Nusa Tenggara Timur 66,60 67.26 31 31
NASIONAL 71,76 72,27 - -

Sumber: Badan Pusat Statistik
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Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi dan sumber
daya manusia, dan kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan
publik dan infrastruktur fisik. Rasio panjang jalan dengan luas
wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density) di
wilayah Nusa Tenggara sebesar 0,41 Km/Km?, lebih tinggi dari
kerapatan jalan tingkat nasional sebesar 0,23 Km/Km?, dengan
kerapatan jalan tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebesar 0,42 Km/Km?, sementara di Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebesar 0,40 Km/Km?. Berdasarkan kondisi kualitas jalan, jalan
Nasional Tidak Mantap di wilayah Nusa Tenggara cenderung
meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010,
dari total panjang jalan 2.030,58 Km sebanyak 252,03 Km
kondisinya Tidak Mantap. Kinerja pelayanan infrastruktur untuk
listrik, total kapasitas terpasang unit pembangkit PLN di wilayah
Nusa Tenggara mencapai 199,71 MW, dan sebagian besar terdapat di
wilayah Nusa tenggara Barat. Persentase kapasitas terpasang per
jenis pembangkit sebagian besar bersumber dari Pembangkit Listrik
Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 193,87 MW (97,08 persen), dan
sisanya bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA),
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS). Rasio elektrifikasi pada tahun 2011 di
Provinsi NTT sebesar 39,92 persen dan NTB sebesar 52,88 persen.

Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

Dalam melaksanakan kebijakan dan sasaran pembangunan
wilayah Nusa Tenggara, permasalahan yang dihadapi antara lain: (1)
masih banyak terjadinya kegiatan ilegal lintas batas seperti
penyelundupan dan imigran gelap di wilayah-wilayah perbatasan
karena lemahnya pengamanan; (2) minimnya sarana, prasarana, dan
pelayanan publik di kawasan perbatasan; (3) rendahnya
interkonektivitas domestik pulau-pulau di wilayah Nusa Tenggara;
(4) kualitas sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara dapat
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dikatakan tertinggal dari wilayah-wilayah lain; (5) tingginya
ancaman degradasi lingkungan hidup di darat dan di laut; dan (6)
masih banyak kabupaten yang belum memiliki Perda RTRW.

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan
kebijakan pembangunan wilayah Nusa Tenggara antara lain: (1)
mengintegrasikan MP3EI pada koridor ekonomi ekonomi Nusa
Tenggara-Bali ke dalam rencana kerja pemerintah pusat dan daerah
khususnya terkait tugas dan peran pemerintah; (2) mempercepat
penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota
di sepanjang koridor ekonomi Nusa Tenggara-Bali; (3)
meningkatkan koordinasi pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia
usaha dalam mengatasi hambatan investasi di daerah. Selain itu,
didukung pula dengan revitalisasi peran KAPET sebagai KSN dan
pusat pertumbuhan di wilayah Nusa Tenggara, yakni KAPET Bima
(Provinsi NTB) dan KAPET Mbay (Provinsi NTT); (4)
meningkatkan koordinasi lintas kementerian terkait pengembangan
industri unggulan peternakan sapi potong, jagung, kakao, rumput
laut, dan usaha garam rakyat; (5) meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan (6) meningkatkan
pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan.

14.7 PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU

Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan wilayah Maluku tahun 2011
dan 2012 adalah: (1) pengembangan potensi sumberdaya alam
khususnya potensi pertanian (perkebunan), perikanan serta
pariwisata; (2) pengembangan sentra produksi komoditas unggulan;
(3) peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola; (4) penguatan
kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan
keamanan; (5) peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk
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mendukung  ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan
berpendidikan  tinggi; (6) peningkatan harmoni kehidupan
masyarakat dengan kemajemukan agama dan golongan; (7)
percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat; (8)
peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah; (9) pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; dan
(10) peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam.

Hasil Pelaksanaan

Laju pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku pada tahun 2011
menurun dari tahun sebelumnya, dan lebih rendah dari rata-rata
nasional (Tabel 14.42).

TABEL 14.42
PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH MALUKU
ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009- 2011
Provinsi 2009 2010” 20117
Maluku 5,44 6,47 6,02
Maluku Utara 6,07 7,95 6,41
Jumlah 33 Provinsi 4,82 6,10 6,36

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : ” Angka sementara
) Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Peran Wilayah Maluku dalam perekonomian nasional masih
relatif kecil. Namun demikian dalam dua tahun terakhir mulai
terlihat peningkatan minat investasi di wilayah Maluku (Tabel
14.43).
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TABEL 14.43
KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH MALUKU

ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009-2011
Provinsi 2009 2010” 20117
Maluku 0,15 0,15 0,19
Maluku Utara 0,10 0,10 0,14
Wilayah Maluku 0,25 0,25 0,33

Sumber  : Badan Pusat Statistik
Keterangan : ) Angka sementara
") Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Perkembangan PDRB perkapita dengan migas Provinsi
Maluku menunjukkan penurunan dan Maluku Utara menunjukkan
peningkatan, namun nilai PDRB per kapita Maluku dan Maluku
Utara masih lebih rendah dibandingkan PDRB per kapita nasional,
dan jika dibandingkan antar provinsi, pendapatan perkapita di
Provinsi Maluku relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan
Maluku Utara (Tabel 14.44).

TABEL 14.44
PDRB PERKAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH
MALUKU ADHB (RIBU RUPIAH)
TAHUN 2009 - 2010

Provinsi 2009” 2010
Maluku 5.277 5.272
Maluku Utara 4.808 5.190

Sumber  : Badan Pusat Statistik
Keterangan : ~ Angka sementara
) Angka sangat sementara
ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku

Nilai investasi PMA di wilayah Maluku tahun 2010 lebih
besar dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi tahun 2010 di
Provinsi Maluku tercatat sebesar 2,9 juta USD dan di Maluku Utara
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sebesar 246 juta USD. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir nilai
investasi di wilayah Kepulauan Maluku sangat rendah dibandingkan
provinsi-provinsi lainnya, khususnya provinsi di wilayah Sumatera,
Jawa-Bali (Tabel 14.45 dan Tabel 14.46).

TABEL 14.45
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DI
WILAYAH MALUKU
TAHUN 2009-2011

Jumlah Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD)

Provinsi
2009 | 2010 2011 | 2009 2010 2011
Maluku - 5 15 - 29 11,7
Maluku Utara 2 3 16 5,9 246 129.8

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

TABEL 14.46
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI
WILAYAH MALUKU
TAHUN 2009-2011

Jumlah Proyek (Unit) Nilai Investasi (Miliar Rupiah)
Provinsi
2009 | 2010 2011 2009 2010 2011
Maluku - 1 2 - - 0,1
Maluku Utara - 1 2 - - 13,5

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dalam kurun waktu 2009 — 2012 TPT di wilayah Maluku
menunjukkan tren menurun, dengan perkembangan terakhir
(Februari 2012) sebesar 6,38 persen, sedikit lebih tinggi dibanding
TPT nasional (6,30 persen). Sementara itu, perkembangan jumlah
pengangguran terbuka di wilayah Maluku dalam kurun waktu 2009-
2012 menunjukkan penurunan. Konsentrasi pengangguran terbuka
pada tahun 2012 sebagian besar berada di Provinsi Maluku sebesar
66,08 persen, sementara di Provinsi Maluku Utara sebesar 33,92
persen. Sementara itu, TPT pada tahun 2012 tertinggi berada di
Provinsi Maluku sebesar 7,1 persen, dan Maluku Utara sebesar 5,3
persen (Tabel 14.47).
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TABEL 14.47
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA DI WILAYAH MALUKU

(RIBU JIWA)
TAHUN 2009 — 2012

Provinsi 2009 2010 2011 2012
Maluku 61,2 57,0 53,5 48,7
Maluku Utara 29,1 255 26,8 25,0
MALUKU 90,3 82,5 80,3 73,7
Perubahan -258,0 -7,8 -2,2 -6,6
Perubahan (persen) -0,28 - 8,66 -2,63 -8.,25
TPT (persen) 8,77 7,88 6,86 6,38
TPT NASIONAL (persen) 8,14 7,41 6,80 6,3

Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase kemiskinan di wilayah Maluku dalam kurun waktu
empat tahun terakhir (tahun 2009-2012) menunjukkan tren menurun,
namun penduduk miskin terkonsentrasi di Provinsi Maluku, dengan
tingkat kemiskinan sebesar 21,78 persen, sementara di Provinsi
Maluku Utara sebesar 8,47 persen (Tabel 14.48).

TABEL 14.48
PERSENTASE KEMISKINAN DI WILAYAH MALUKU
TAHUN 2009 - 2012

Provinsi 2009 2010 2011 2012
Maluku 28,23 27,74 23,00 21,78
Maluku Utara 10,36 9,42 9,18 8,47
INDONESIA 14,15 13,33 12,49 11,96

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah Maluku
menunjukkan tren meningkat, namun masih berada di bawah IPM
nasional. IPM di Provinsi Maluku sebesar 71,42 dengan ranking ke
20 dari 33 provinsi, sementara di Provinsi Maluku Utara sebesar
69,03 dengan ranking ke 30 (Tabel 14.49).
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TABEL 14.49
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI WILAYAH MALUKU
TAHUN 2009 - 2010

IPM Peringkat
Provinsi
2009 2010 2009 2010
Maluku 70,96 71,42 19 20
Maluku Utara 68,63 69,03 29 30
NASIONAL 71,76 72,27

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi dan sumber
daya manusia, dan kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan
publik dan infrastruktur. Rasio panjang jalan dengan luas wilayah
yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density) di wilayah
Maluku sebesar 0,13 Km/Km?, lebih rendah dari kerapatan jalan
tingkat nasional sebesar 0,23 Km/Km2, dengan kerapatan jalan
antarprovinsi, tertinggi terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar
0,14 Km/Km?, sementara di Provinsi Maluku sebesar 0,13 Km/Km?.
Berdasarkan kualitas jalan, jalan Nasional Tidak Mantap di wilayah
Maluku cenderung menurun dibanding tahun 2006. Pada tahun 2010,
dari total panjang jalan 1.925,92 Km sebanyak 282 Km kondisinya
Tidak Mantap. Kinerja pelayanan infrastruktur untuk listrik, total
kapasitas terpasang unit pembangkit PLN di wilayah Maluku
mencapai 198,42 MW, sebagian besar bersumber dari Pembangkit
Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 198,32 MW (99,95 persen),
dan sisanya bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) sebesar 0,1 MW (0,05 persen). Rasio elektrifikasi pada
tahun 2011 di Provinsi Maluku sebesar 70,8 persen dan Maluku
Utara sebesar 70.34 persen.
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

Dalam melaksanakan kebijakan dan sasaran pembangunan
wilayah Maluku, permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) masih
rendahnya pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau
terpencil, dan kawasan bencana; (2) masih rendahnya kualitas
sumberdaya manusia; dan (3) tingginya kerawanan bencana
berkaitan dengan posisi wilayah Kepulauan Maluku yang berada
pada jalur pergerakan lempeng bumi yang aktif.

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan
kebijakan pembangunan wilayah Maluku antara lain: (1)
mengintegrasikan MP3EI untuk koridor Maluku - Papua ke dalam
perencanaan tahunan di pusat dan daerah; (2) memperjelas
pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam
mendukung pengembangan koridor ekonomi Maluku-Papua; (3)
meningkatkan koordinasi dan konsultasi antara pemerintah dan dunia
usaha di tingkat wilayah; (4) meningkatkan aksesibilitas menuju
pulau-pulau kecil terluar, meningkatkan pelayanan sosial dasar, serta
mengoptimalkan fungsi Daruba, Dobo, Ilwaki, dan Saumlaki sebagai
pusat pelayanan kawasan perbatasan dan pendorong pertumbuhan
ckonomi kawasan; (5) peningkatan akses dan kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan; dan (6) meningkatkan kewaspadaan,
kesiapsiagaan dan antisipasi dalam menghadapi bencana dengan
pengendalian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan penataan ruang
berbasis mitigasi bencana, serta pengembangan sistem peringatan
dini (early warning system) bencana dengan memperhatikan
karakteristik ancaman bencana di daerah bersangkutan.
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14.8 PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA
Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan wilayah Papua tahun 2011 dan
2012 adalah: (1) pengembangan gugus (cluster) industri pengolahan
berbasis sumber daya alam; (2) peningkatan kualitas sumber daya
manusia; (3) pengembangan sektor dan komoditas unggulan; (4)
peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia; (5) pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan
peningkatan kesejahteraan dan keamanan; (6) penguatan ekonomi
daerah; (7) peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin
khususnya di perdesaan; (8) pengendalian HIV/AIDS; (9)
peningkatan ketahanan pangan; (10) pelestarian dan pemanfaatan
keragaman hayati serta mempertahankan kawasan lindung untuk
mewujudkan Papua sebagai paru-paru dunia; dan (11) peningkatan
kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam.

Hasil Pelaksanaan

Pada kurun waktu 2009-2011 kinerja perekonomian di Papua
Barat bertumbuh pesat sementara di Papua justru mengalami
kontraksi (Tabel 14.50).

TABEL 14.50
PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH PAPUA
ADHK 2000 (PERSEN)
TAHUN 2009 - 2011

Provinsi 2009 2010” 20117
Papua Barat 13,87 18,45 37,74
Papua 22,22 3,16 -5,67
Jumlah 33 Provinsi 4,82 6,10 6,36

Sumber  : Badan Pusat Statistik
Keterangan : ~ Angka sementara
") Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan
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Kontribusi wilayah Papua terhadap perekonomian nasional
dari tahun 2009-2011 cenderung menurun. Kontribusi perekonomian
wilayah Papua terhadap pembentukan PDB nasional tahun 2011
sebesar 1,37 persen (Tabel 14.51).

TABEL 14.51
KONTRIBUSI EKONOMI DI WILAYAH PAPUA ADHK 2000
(PERSEN)
TAHUN 2009-2011

Provinsi 2009 2010%) 2011%%)
Papua Barat 0,37 0,43 0,47
Papua 1,67 1,69 0.9
Wilayah Papua 2,04 2,02 1,37

Sumber  : Badan Pusat Statistik
Keterangan : *) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

Perkembangan PDRB perkapita Papua dan Papua Barat masih
lebih rendah dibandingkan terhadap PDRB perkapita nasional dan
jika dibandingkan antarprovinsi pendapatan perkapita di Provinsi
Papua relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Papua Barat
(Tabel 14.52).

TABEL 14.52
PDRB PERKAPITA DENGAN MIGAS DI WILAYAH PAPUA
ADHB (RIBU RUPIAH)
TAHUN 2009 - 2010

Provinsi 2009” 2010
Papua Barat 19.557 29.625
Papua 31.777 31.570

Sumber : Badan Pusat Statistik
Keterangan : ~ Angka sementara
™) Angka sangat sementara
ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku
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Nilai investasi PMA di wilayah Papua tahun 2010 meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya khususnya di Papua (Tabel 14.53).
Sementara untuk nilai investasi PMDN tahun 2010 hanya mencapai
sebesar 178 miliar rupiah di Provinsi Papua dan 51,3 miliar rupiah di
Papua Barat (Tabel 14.54). Perkembangan nilai investasi di wilayah
Papua dalam lima tahun terakhir relatif rendah jika dibandingkan
terhadap nilai investasi provinsi-provinsi lainnya, khususnya provinsi
di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali.

TABEL 14.53
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DI

WILAYAH PAPUA
TAHUN 2009-2011
Proyek (Unit) Nilai Investasi (Juta USD)
Provinsi
2009 2010 2011 2009 2010 2011
Papua 2 17 25 1.8 329.6 33.1
Papua Barat 1 10 36 1.0 17.2 1312

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

TABEL 14.54
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN DI
WILAYAH PAPUA
TAHUN 2009-2011

L. Proyek (Unit) ‘ Nilai Investasi (Miliar Rupiah)
Provinsi

2009 | 2010 2011 2009 2010 2011

Papua 7 21 178 47.2

Papua Barat - 1 5 - 513 1377.9

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2010

Dalam kurun waktu 2009 — 2012 TPT di wilayah Papua
menunjukkan tren menurun, dengan perkembangan terakhir
(Februari 2012) sebesar 3,61 persen, lebih rendah dibanding TPT
nasional (6,30 persen). Sementara itu, perkembangan jumlah
pengangguran terbuka di wilayah Papua dalam kurun waktu 2009-
2012 mengalami penurunan. Konsentrasi pengangguran terbuka pada
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tahun 2012 sebagian besar berada di Provinsi Papua sebesar 64,71
persen, sementara di Provinsi Papua Barat sebesar 35,29 persen.
Sementara itu, TPT pada tahun 2012 tertinggi berada di Provinsi
Papua Barat sebesar 6,6 persen, dan di Provinsi Papua sebesar 2,9

persen (Tabel. 14.55).

TABEL 14.55

JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA
DI WILAYAH PAPUA (RIBU JIWA)

TAHUN 2009 — 2012

Provinsi 2009 2010 2011 2012
Papua Barat 27.864 28.559 30.422 46.2
Papua 45.023 47.567 57.882 252
PAPUA 72.887 76.126 88.304 71.4
Perubahan -10.242 3.239 12.178 -16.9
Perubahan (persen) -12,32 4,44 16,00 -9,14
TPT (persen) 5,02 4,96 4,59 14,8
TPT NASIONAL (persen) 8,14 7,41 6,80 6,3

Sumber : Badan Pusat Statistik

Persentase kemiskinan di wilayah Papua dalam kurun waktu
empat tahun terakhir (tahun 2009—2012) menunjukkan tren
menurun, namun masih merupakan wilayah dengan persentase
kemiskinan tertinggi di Indonesia. Persentase kemiskinan di Provinsi
Papua sebesar 31,11 persen, sementara di Provinsi Papua Barat
sebesar 28,2 persen (Tabel 14.56).

TABEL 14.56
PERSENTASE KEMISKINAN DI WILAYAH PAPUA
TAHUN 2009 — 2012

Provinsi 2009 2010 2011 2012
Papua Barat 35,71 34,88 31,92 28,20
Papua 37,53 36,80 31,98 31,11
INDONESIA 14,15 13,33 12,49 11,96

Sumber : Badan Pusat Statistik
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah Papua
menunjukkan tren meningkat, namun masih jauh tertinggal di
banding provinsi lain di Indonesia. IPM di Provinsi Papua Barat
sebesar 68,58 dengan ranking ke 30 dari 33 provinsi, dan IPM di
Provinsi Papua sebesar 64,53 dan menjadi ranking terakhir (ke 33)
dari perbandingan IPM antar provinsi di Indonesia (Tabel 14.57).

TABEL 14.57

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH PAPUA
TAHUN 2009 - 2010

IPM Peringkat
Provinsi
2009 2010 2009 2010
Papua Barat 68,58 69,15 30 29
Papua 64,53 64,94 33 33
NASIONAL 71,76 72,27 - -

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi dan sumber
daya manusia, dan kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan
publik dan infrastruktur. Rasio panjang jalan dengan luas wilayah
yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density) di wilayah
Papua sebesar 0,03 Km/Km?, lebih rendah dari kerapatan jalan
tingkat nasional sebesar 0,23 Km/Km?, dengan kerapatan jalan
tertinggi terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 0,05 Km/Km?,
Kualitas jalan Nasional Tidak Mantap di wilayah Papua cenderung
tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010, dari
total panjang jalan 2.920,30 Km sebanyak 1.394 Km kondisinya
Tidak Mantap, Jalan Tidak Mantap tersebut sebesar 37,75 persen
termasuk kategori Rusak Ringan dan 62,25 persen Rusak Berat.
Kinerja pelayanan infrastruktur untuk listrik, total kapasitas
terpasang unit pembangkit PLN di wilayah Papua mencapai 270,19
MW, dengan sebagian besar jenis pembangkit bersumber dari
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebesar 266,15 MW (98,5
persen). Rasio elektrifikasi pada tahun 2011, di Provinsi Papua Barat
mencapai 58,24 persen dan sebesar 29,25 persen di Provinsi Papua.
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Permasalahan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

Dalam melaksanakan kebijakan dan sasaran pembangunan
wilayah Papua, permasalahan yang dihadapi antara lain: (1) masih
rendahnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas penunjang di
daerah pedalaman, tertinggal, dan perbatasan; (2) belum optimalnya
tata pemerintahan yang baik dalam koridor otonomi khusus; (3)
masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (4) masih tingginya
prevalensi HIV dan AIDS; (5) tingginya potensi bencana alam di
wilayah Papua, khususnya gempa bumi; dan (6) belum ada provinsi
dan kota yang memiliki Perda RTRW.

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan
kebijakan pembangunan wilayah Papua antara lain: (1)
meningkatkan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Rencana
Aksi Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; (2)
mengintegrasikan MP3EI khususnya rencana pengembangan koridor
ekonomi Papua-Maluku ke dalam rencana kerja pemerintah pusat
dan daerah, khususnya yang menyangkut tugas dan peran
pemerintah; (3) mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di sepanjang koridor ekonomi
Papua-Maluku; (4) meningkatkan koordinasi antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam penanganan
hambatan investasi di daerah; (5) meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan (6) meningkatkan
kewaspadaan, kesiapsiagaan dan antisipasi dalam menghadapi
bencana dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan
penataan ruang berbasis mitigasi bencana, serta pengembangan
sistem peringatan dini (early warning system) bencana dengan
memperhatikan  karakteristik ancaman bencana di daerah
bersangkutan.
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